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ABSTRAKSI

PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI
DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTETANAH
(PPAT)

(Studi Kasus Di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Pakam )
OLEH
SITI ZUWAIRIAH AMNI
NPM : 088400076
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Penilitian ini mengkaji tentang bagaimana sesungguhnya jaminan dan perlindungan
masyarakat yang melakukan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Hadapan Pejabat
Pembuat Akte Tanah ( PPAT ) dan bagaimana pula keabsahan perjanjian jual beli yang di
lakukan dibawah tangan.

Untuk membahas latar belakang maka diajukan permasalahan yaitu Bagaimanakah
Peralihan Hak Atas Tanah Di Hadapan PPAT.

Untuk membahas Permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan
dan penelitian lapangan pada Kantor Camat Lubuk Pakam Kecamatan Deli Serdang. Dengan
cara menganalisi bagaimana Tinjauan Tentang Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Di
Hadapan Kantor Camat tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat merasa bahwa melakukan peralihan
hak atas tanah melalui jual beli di Hadapan PPAT sangatlah berbelit-belit urusannya dan
memerlukan biaya yang besar, hal ini karena masyarakat pemikirannya masih kolot dan
kurangnya informasi tentang kegunaan dan manfaat dari pendaftaran tanah.

Jual beli diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria, jual beli dilakukan di
hadapan PPAT ataupun hanya dibawah tangan tetap diakui kepemilikan atas tanah tersebut hal
ini diakui sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun
1960. Pendaftaran tanah diatur dalam PP 24 Tahun 1997 yaitu tentang Pendaftaran Tanah,
Pemerintah mencanangkan pendaftaran tanah yaitu agar seluruh kepemilikan tanah di Indonesia
tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan, sehingga tidak ada lagi sertifikat ganda yang dapat
menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat.
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BABI
PENDAHULUAN

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari, adalah merupakan suatu realita
bahwa anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan
hidupnya tidak terlepas dari melakukan perbuatan-perbuatan hukum antar
sesamanya baik itudalam lapangan hukum perjanjian maupun dalam

perkembangan duniaperdagangan pada umumnya.

Salah satu contoh dari perbuatan hukum tersebut adalah jual beli suatu
perjanjian dengan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan,dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
telah dijanjikan.' setelah perjanjian tersebut telah selesai dan sah dinyatakan oleh
Pejabat yang berwewenang atas pebuatan tersebut, perjanjian jual beli tersebut
dilakukan dilakukan dan dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
selaku Pejabat yang berwewenang dalam hal ini yang kewewenangannya

diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Pembuktian bahwa hak atas tanah tersebut dialihkan, maka harus dibuktikan
dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT yaitu akta jual beli yang
kemudian akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah.?
Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT tersebut bertujuan memberikan

kepastian hukuii .

'R.Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal Diterbitkan Oleh Pradnya
Paramita;Bandung 1992;halaman 366

? Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional,Nomor 3 ayat 1 huruf a,tahun
1997
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Oleh karena itu, perjanjian sejarah hukum selalu kalah berpacu dengan
perkembangaan zaman yaang kadangkala menjadi sangat dilematis dalam proses
menentukan nilai-nilai keadilan dan kepastian hokum, paling tidak pemerintah akan
mengalami kesulitan pada tataran pengawasan bahkan kadangkala suatu perbuatan
hukum ditengah masyarakat dapat mengenyampingkan sendi-sendi hukum yang positif
yang kadangkala penegakan hukum kehilangan kewibawaan.

Ketika ekonomi mengalami multi krisis yang sangat mengguncang kehidupan
ketatanegaraan Indonesia dan paling dirasakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga
langsung atau tidak langsung sangat mempengaruhi dinamika perbuatan-perbuatan
hukum sebagaimana penulis sebutkan diatas.

Bedasarkan hasil studi penulis dilapangan, akhir-akhir ini semakin banyak
masyarakat melakukan perjanjian dengan maksud memindahkan hak atas tanah acap
kali dilakukan dengan cara-cara dalam bentuk akte di bawah tangan, artinya perjanjian
peralihan hak atas tanah tersebut dilakukan oleh anggota masyarakat melalui perantara
Pejabat yang berwenang untuk itu, yakni Pejabat Pembuat Akte Tanah ( PPAT)

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli,
tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan
hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.’

3 PP. 24, Pasal 3 ayat (1), Tahun 1997
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